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Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karenaitu seseorang bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh Notaris mempunyai
dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian,
apabilaterjadi sengketa di antara para pihak. Persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan
melibatkan Notaris untuk memberikan suatu kesaksian, namun terdapat permasalahan mengenal batasan
hukum keterangan Notaris dalam proses hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data
adalah metode kualitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Menurut ketentuan
Pasal 1909 KUHPerdata, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di
muka Hakim. Bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut

Undang& #64979;undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, dapat minta dibebaskan dari kewajibannya
memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Notaris sebagai Warga Negara
Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Pengawas
daerah. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris Pasal 66 ayat (1) yang merupakan aplikasi dan Pasal 1909 KUHPerdata. Notaris pada waktu
memberikan keterangan dalam proses peradilan, berhak untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dimulai
dari proses pembuatan hingga sel esainya proses suatu akta, juga semua yang diberitahukan atau
disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam sumpah
jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (€) Undang-undang No.
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai
akta yang dibuatnya. Kewajiban tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan
kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata, untuk melindungi kepentingan semua
pihak yang terkait dalam suatu akta.
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